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Abstrak
 

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang dalam membuat akta autentik autentik mengenai semua

perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang

berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Selain Notaris, pejabat lain yang

juga mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik adalah Pembuat Akta Tanah yang disingkat

PPAT adalah Pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan

hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas Satuan Rumah Susun. Tujuan dari penulisan

tesis ini adalah untuk mengetahui penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah

dan menjelaskan peranan Pembina dan Pengawas PPAT yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional

dalam membina dan mengawasi kinerja PPAT. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif

yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori-teori, konsep-

konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Majelis Pengawas Notaris dalam kasus ini sebenarnya tidak dapat

melakukan penyidikan dan mengeluarkan putusan terhadap kasus ini, dikarenakan telah melampaui

kewenangan nya, namun karena PPAT ini juga merangkap sebagai Notaris, hanya moralitas nya saja yang

dapat dilakukan pemeriksaan, meski demikian kasus ini lebih menitik beratkan kepada jabatan nya sebagai

PPAT. Secara teoritis, PPAT tersebut memang telah terbukti melanggar sumpah jabatan nya, dan Majelis

Pengawas PPAT dapat melakukan pemeriksaan terhadap PPAT tersebut, namun Majelis Pengawas PPAT

tersebut dapat melakukan pemeriksaan apabila ada pengaduan dari si pelapor tersebut, tetapi sampai saat ini

pula, pelapor tidak melakukan pengaduan kepada Majelis Pengawas PPAT ini, karena ketidaktahuan nya.

......The notary is the Public Officials authorized to make an authentic act of authenticity in all acts,

agreements, and determinations required by a general rule or by the interested parties to be specified in an

authentic act. In addition to the Notary, the other official who has the authority to make an authentic act is

the Land Commissioner abbreviated as PPAT is the Office authorized to make authentic acts regarding

certain acts of law relating to land or property rights in a Unit of Units. The purpose of the writing of this

thesis is to understand the abuse of office by the Office of Land Claims Officers and to explain the role of

PPAT Builders and Supervisors played by the National Land Agency in building and monitoring PPAT

performance. The method of research used is the normative jurisprudence which is the research conducted
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on the basis of the main law by examining the theories, concepts, principles of law and the laws and

regulations relating to this research. The approach used is descriptive analytics using primary and secondary

data. According to the research results, the Notary Supervisory Council in this case was actually unable to

investigate and issue a verdict on this case, as it had gone beyond its authority, but as the PPAT also came

under the notice of Notary, only his morality could be examined, in any case This is more of a concern for

his position as PPAT. Theoretically, the PPAT has indeed been found to have violated his oath of office, and

the PPAT Supervisory Council may conduct investigations into the PPAT, but the PPAT Supervisory

Council may conduct investigations in the wake of the complainant, to this PPAT Supervisory Council, for

his ignorance.


